
 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Ade Irma. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dolo 

Selatan Kabupaten Sigi. Katalogis, 3(1), 16. 

Agustina, K. (2019). Buku Pintar Akuntansi Desa dan Kelurahan. Desa Pustaka 

Indonesia. 

Aisayah, S. (2019). Akuntabilitas, Transparansi, Sistem dan Prosedur Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bagan Baru 

Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tahun 2016-2017. Universitas 

Islam Negeri Sumatera utara. 

Albi Anggito& Jhan Setiawan, S. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. CV Jejak. 

Aprilia,  sherly G. (2013). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa 

Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. 

Universitas Jember. 

Arikunto, S. (1993). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik. Rineka Cipta Cet 

ke 9. 

Bppk.kemenkeu.go.id. (n.d.). artik elanggaran dan perbendahara pengelolaan 

keuangan desa system dan prosedur pertanggungjawaban keuangan desa. 

Buku Saku Dana Desa. (2017). 

Fahri, L. N. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan dana desa terhadap manajemen 

keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa. 

Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu, 11(1), 1. 

Friska langelo, E. A. (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota 

Bitung. Emba, 3(1), 1. 

Hanifah, S. I. (2015a). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban 

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Ilmu & Riset Akuntansi, 4 NO.8. 

Hanifah, S. I. (2015b). Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban 

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APDes). Ilmu & Riset Akuntansi, 4(8). 

Heru, C. S. dan. (2014). Pengelolaan Keuangan Desa. Fokusmedia. 



Ibn, A. B. M. ibn A. A. (n.d.). Abkam Al-Qur’an, Jilid I,. Dar Fikr. 

Ida, N. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa. Aset (Akuntansi Riset), 10(1). 

Ihsan, A. (2012). Metodelogi Penelitian: Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis. 

Ciptapustaka Media Perintis. 

Indonesia, K. K. R. (n.d.). Buku Pintar Dana Desa. 

Indonesia, K. K. R. (2017). Buku Saku Dana Desa. Menteri Keuangan. 

Kaniati, A. (2017). pengantar akuntansi. 

L.j.Moleong. (2011). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. PT.Remaja 

Rosdakarya. 

Menurut UUD No 6 Tahun 2014. 

Nurcholis, H. (2011). Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. 

Erlangga. 

Pembangunan, B. P. K. dan. (n.d.). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi 

Pengelolaan Keuangan Desa. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pedomen keuangan 

desa. (n.d.). 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 

Permana, E. S. dan T. D. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. 

Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 5(1), 1. 

Permendagri No 20 Tahun 2018. 

Pertanggungjawaban dalam perspektif islam. (2016). 

Raisa, L. S. dan. (n.d.). Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Desktop 

deng metode Stradis. Algoritma :Jurnal Ilmu Komputer Dan Informatika, 03, 

ISSN 2. 

Rambe, A. Y. F. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Medan Estate, 

Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Universitas Islam 

Negeri Sumatera Utara. 



Rizal, M. (2016). Pertanggungjawaban Dalam Perspektif Islam. 

Rusmianto, Y. dan. (2019). Akuntansi Desa. Salemba Empat. 

Shahih, K. H. (2015). Hadist Pemimpin dan Penjelasannya Http://Islamiclogis. 

Wordpress.com. 

Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Misbah, Jilid I. Lentera Hati. 

Silalahi, U. (2012). Metode Penelitian Sosial. Alfabeta. 

Siswadi Siululing, E. a. (n.d.). Analisis Laporan Keuangan Desa. 

Tarigan, A. A. (2015). Buku Panduan Penulisan Skripsi. Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam. 

Wida, S. A. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-

Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Bayuwangi. E-Journal Ekonomi Bisnis 

Dan Akuntansi, IV (2):148. 

Winartuti, W. (2018). Pratikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah. 

Yesinia, N. I. (2018). Analisis Faktoryang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa. Aset (Akuntansi Riset, 10, No.1. 

Yunita, Rizki Arvi, E. a. (2019). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi 

Berbasis Akrual Sebagai Imolementasi PP 71/2010 Dalam Penyusunan Laporan 

Keuangan. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI), 3(2), 101. 

Yusniari, S. M. (2019). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam 

Pertanggungjawaban Keuangan Desa(Studi Kasus pada Desa Usortolang 

Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal). Universitas Islam Negeri 

Sumatera Utara. 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN I 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

 Pertanyaan pada saat wawancara berkembang sesuai dengan jawaban yang 

diberikan oleh narasumber. 

A. Prosedur Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa 

1. Bagaimana posedur pemerintah desa dalam pertanggungjawaban 

keuangan desa? 

2. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa 

dalam penyampaian  laporan pertanggungjawaban keuangan desa? 

3. Apakah masyarakat selalu dilibatkan dalam musyawarah dan evaluasi 

pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa? 

4. Adakah kesulitan dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban 

keuangan desa? 

5. Apa saja jenis daftar atau data yang digunakan pemerintah desa dalam 

menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa? 

6. Siapa saja yang terlibatkan dalam proses pembuatan laporan 

pertanggungjawaban keuangan desa? 

7. Bagaimana pemerintah desa memberikan informasi secara transparan 

kepada desa terkait tanggungjawab pemerintah  desa dalam 

mempertanggungjawabkan laporan keuanga desa? 

8. Apakah dalam pelaporan pertanggungjawaban sudah melalui jalur yang 

terstruktural yang ditentukan ? 

 

 

 

 

 

 

 



B. Penerapan SAPNo.01 dalam mempertanggungjawabkan Keuangan desa 

1. Apakah pemerintah desa telah menerapkan PSAP 01dalam 

mempertanggungjawabkan keuangan desa? 

2. Jenis laporan keuangan apa saja yang dimiliki oleh pemerintah desa? 

3. Apakah pemerintah desa telah menyajikan laporan keuangan sesuai 

dengan UUD yang berlaku? 

4. Siapa saja pihak yang ikut serta dalam membuat laporan 

pertanggungjawaban? 

5. Apakah pemerintah desa memiliki hambatan dalam penerapan SAP 01? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN II 

Hasi Wawancara 

1. Wawancara dengan Kepala Desa, pada tanggal 20 Juli 2021 

a. Prosedur Penyajian Laporan Pertanggugjawaban Keuangan Desa 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Bagaimana posedur pemerintah desa 

dalam pertanggungjawaban keuangan 

desa? 

Prosedur pemerintah desa kita 

mengikuti prosedur sesuai 

dengan peraturan pemerintahan 

yang di buat dibantu oleh 

kecamatan. 

2. Bagaimana tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah desa 

dalam penyampaian  laporan 

pertanggungjawaban keuangan desa? 

Tingkat kepercayaan 

masyarakat sangat percaya 

terhadap pertanggungjawaban 

keuangan desa 

3. Apakah masyarakat selalu dilibatkan 

dalam musyawarah dan evaluasi 

pelaksanaan pertanggungjawaban 

keuangan desa? 

Tidak sepenuhnya melibatkan 

masyarakat hanya tokoh 

masyarakat saja 

4. Adakah kesulitan dalam proses 

pembuatan laporan 

pertanggungjawaban keuangan desa? 

Alhamdulilah dalam proses 

penyusunan laporan kita 

dibantu oleh pihak kecamatan 

dan kabupaten sehingga tidak 

begitu sulit 

5. Apa saja jenis daftar atau data yang 

digunakan pemerintah desa dalam 

menyajikan laporan 

pertanggungjawaban keuangan desa? 

Untuk menyajian laporan 

pertanggungjawaban kita 

mempunyai laporan 

pertanggungjawaban anggaran 

realisasi pelaksanan APBDesa, 



peraturan desa, laporan 

kekayaan milik desa, dan 

laporan program pemerintah 

dan pemerintah daerah yang 

masuk ke desa dan semua itu 

sesuai dengan peraturan 

pemerintah 

6. Siapa saja yang terlibatkan dalam 

proses pembuatan laporan 

pertanggungjawaban keuangan desa? 

Kita selalu melibatkan 

perangkat desa, beberapa tokoh 

masyarakat dalam proses 

pembuatan laporan 

pertanggungjawaban keuangan 

desa 

7. Bagaimana pemerintah desa 

memberikan informasi secara 

transparan kepada desa terkait 

tanggungjawab pemerintah  desa 

dalam mempertanggungjawabkan 

laporan keuanga desa? 

Menerapkan prinsip 

transparansi sewajarnya saja. 

8. Apakah dalam pelaporan 

pertanggungjawaban sudah melalui 

jalur yang terstruktural yang 

ditentukan ? 

Ya sesuai  dengan ketentuan 

pemerintah 

 

b. Penerapan SAP No.01 dalam Mempertanggungjawabkan Keuangan Desa 

No  Pertanyaan  Hasil Wawancara 

1. Apakah pemerintah desa telah 

menerapkan PSAP 01dalam 

Untuk hal ini pemerintah desa 

belum sepenuhnya menerapkan. 



mempertanggungjawabkan keuangan 

desa? 

Untuk  menerapkan basis akrual 

desasudah menerapkan sesuai 

PSAP 01 tapi kaluuntuk laporan 

keuangannya belum  

2. Jenis laporan keuangan apa saja yang 

dimiliki oleh pemerintah desa? 

Laporan Realisasi Anggaran 

Desa (APBDes) 

3. Apakah pemerintah desa telah 

menyajikan laporan keuangan sesuai 

dengan UUD yang berlaku? 

Kalau untuk itu belum 

sepenuhnya sesuai dengan 

undang-undang yang berlaku 

4. Siapa saja pihak yang ikut serta 

dalam membuat laporan 

pertanggungjawaban? 

Kit mengikuti semua perangkat 

desa dalam membuat laporan 

pertanggungjawaban  

5. Apakah pemerintah desa memiliki 

hambatan dalam penerapan SAP 01? 

Sejauh ini tidak ada hambatan 

karena dibantu oleh pihak 

kecamatan 

 

2. Wawancara dengan Sekretais Desa pada tanggal 20 Juli 2021 

a. Wawancara dengan Sekretais Desa pada tanggal 20 Juli 2021 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Bagaimana posedur pemerintah desa 

dalam pertanggungjawaban keuangan 

desa? 

Prosedur pemerintah desa kita 

mengikuti prosedur sesuai 

dengan peraturan pemerintahan 

yang di buat dibantu oleh 

kecamatan. 

2. Bagaimana tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah desa 

dalam penyampaian  laporan 

pertanggungjawaban keuangan desa? 

Tingkat kepercayaan 

masyarakat sangat percaya 

terhadap pertanggungjawaban 

keuangan desa 



3. Apakah masyarakat selalu dilibatkan 

dalam musyawarah dan evaluasi 

pelaksanaan pertanggungjawaban 

keuangan desa? 

Tidak sepenuhnya melibatkan 

masyarakat hanya tokoh 

masyarakat saja 

4. Adakah kesulitan dalam proses 

pembuatan laporan 

pertanggungjawaban keuangan desa? 

Alhamdulilah dalam proses 

penyusunan laporan kita 

dibantu oleh pihak kecamatan 

dan kabupaten sehingga tidak 

begitu sulit 

5. Apa saja jenis daftar atau data yang 

digunakan pemerintah desa dalam 

menyajikan laporan 

pertanggungjawaban keuangan desa? 

Untuk menyajian laporan 

pertanggungjawaban kita 

mempunyai laporan 

pertanggungjawaban anggaran 

realisasi pelaksanan APBDesa, 

peraturan desa, laporan 

kekayaan milik desa, dan 

laporan program pemerintah 

dan pemerintah daerah yang 

masuk ke desa dan semua itu 

sesuai dengan peraturan 

pemerintah 

6. Siapa saja yang terlibatkan dalam 

proses pembuatan laporan 

pertanggungjawaban keuangan desa? 

Kita selalu melibatkan 

perangkat desa, beberapa tokoh 

masyarakat dalam proses 

pembuatan laporan 

pertanggungjawaban keuangan 

desa 

7. Bagaimana pemerintah desa Menerapkan prinsip 



memberikan informasi secara 

transparan kepada desa terkait 

tanggungjawab pemerintah  desa 

dalam mempertanggungjawabkan 

laporan keuanga desa? 

transparansi sewajarnya saja.  

8. Apakah dalam pelaporan 

pertanggungjawaban sudah melalui 

jalur yang terstruktural yang 

ditentukan ? 

Ya sesuai  dengan ketentuan 

pemerintah 

 

b. Penerapan SAP No.0 dalam Mempertanggungjawabkan Keuangan Desa 

No  Pertanyaan  Hasil Wawancara 

1. Apakah pemerintah desa telah 

menerapkan PSAP 01dalam 

mempertanggungjawabkan keuangan 

desa? 

Untuk hal ini pemerintah desa 

belum sepenuhnya menerapkan. 

Untuk  menerapkan basis akrual 

desasudah menerapkan sesuai 

PSAP 01 tapi kaluuntuk laporan 

keuangannya belum  

2. Jenis laporan keuangan apa saja yang 

dimiliki oleh pemerintah desa? 

Laporan Realisasi Anggaran 

Desa (APBDes) 

3. Apakah pemerintah desa telah 

menyajikan laporan keuangan sesuai 

dengan UUD yang berlaku? 

Kalau untuk itu belum 

sepenuhnya sesuai dengan 

undang-undang yang berlaku 

4. Siapa saja pihak yang ikut serta 

dalam membuat laporan 

pertanggungjawaban? 

Kit mengikuti semua perangkat 

desa dalam membuat laporan 

pertanggungjawaban  

5. Apakah pemerintah desa memiliki 

hambatan dalam penerapan SAP 01? 

Sejauh ini tidak ada hambatan 

karena dibantu oleh pihak 



kecamatan 

 

3. Wawancara dengan Bendahara Desa pada Tanggal 20 Juli 2021 

a. Prosedur Penyajian Laporan Pertanggugjawaban Keuangan Desa 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Bagaimana posedur pemerintah desa 

dalam pertanggungjawaban keuangan 

desa? 

Prosedur pemerintah desa kita 

mengikuti prosedur sesuai 

dengan peraturan pemerintahan 

dan arahan dari kepala desa, 

yang di buat dibantu oleh 

kecamatan dan arahan dari 

2. Bagaimana tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah desa 

dalam penyampaian  laporan 

pertanggungjawaban keuangan desa? 

Tingkat kepercayaan 

masyarakat sangat percaya 

terhadap pertanggungjawaban 

keuangan desa 

3. Apakah masyarakat selalu dilibatkan 

dalam musyawarah dan evaluasi 

pelaksanaan pertanggungjawaban 

keuangan desa? 

Arahan Kepala desa, 

melibatkan  tokoh masyarakat 

dalam perencanaan alokasi 

dana desa, dan pelaksanaan 

langsung pembangunan desa  

4. Adakah kesulitan dalam proses 

pembuatan laporan 

pertanggungjawaban keuangan desa? 

Alhamdulilah dalam proses 

penyusunan laporan kita 

dibantu oleh pihak kecamatan 

dan kabupaten sehingga tidak 

begitu sulit 

5. Apa saja jenis daftar atau data yang 

digunakan pemerintah desa dalam 

menyajikan laporan 

Untuk menyajian laporan 

pertanggungjawaban kita 

mempunyai laporan 



pertanggungjawaban keuangan desa? pertanggungjawaban anggaran 

realisasi pelaksanan APBDesa, 

peraturan desa, laporan 

kekayaan milik desa, dan 

laporan program pemerintah 

dan pemerintah daerah yang 

masuk ke desa dan semua itu 

sesuai dengan peraturan 

pemerintah 

6. Siapa saja yang terlibatkan dalam 

proses pembuatan laporan 

pertanggungjawaban keuangan desa? 

Kita selalu melibatkan 

perangkat desa, beberapa tokoh 

masyarakat dalam proses 

pembuatan laporan 

pertanggungjawaban keuangan 

desa 

7. Bagaimana pemerintah desa 

memberikan informasi secara 

transparan kepada desa terkait 

tanggungjawab pemerintah  desa 

dalam mempertanggungjawabkan 

laporan keuanga desa? 

Menerapkan prinsip 

transparansi sewajarnya saja. 

8. Apakah dalam pelaporan 

pertanggungjawaban sudah melalui 

jalur yang terstruktural yang 

ditentukan ? 

Ya sesuai  dengan ketentuan 

pemerintah 

 

b. Penerapan SAP No.01 dalam Mempertanggungjawabkan Keuangan Desa 

No  Pertanyaan  Hasil Wawancara 



1. Apakah pemerintah desa telah 

menerapkan PSAP 01dalam 

mempertanggungjawabkan keuangan 

desa? 

Untuk hal ini pemerintah desa 

belum sepenuhnya menerapkan. 

Untuk  menerapkan basis akrual 

desasudah menerapkan sesuai 

PSAP 01 tapi kaluuntuk laporan 

keuangannya belum  

2. Jenis laporan keuangan apa saja yang 

dimiliki oleh pemerintah desa? 

Laporan Realisasi Anggaran 

Desa (APBDes) 

3. Apakah pemerintah desa telah 

menyajikan laporan keuangan sesuai 

dengan UUD yang berlaku? 

Kalau untuk itu belum 

sepenuhnya sesuai dengan 

undang-undang yang berlaku 

4. Siapa saja pihak yang ikut serta 

dalam membuat laporan 

pertanggungjawaban? 

Kit mengikuti semua perangkat 

desa dalam membuat laporan 

pertanggungjawaban  

5. Apakah pemerintah desa memiliki 

hambatan dalam penerapan SAP 01? 

Sejauh ini tidak ada hambatan 

karena dibantu oleh pihak 

kecamatan 

 

4. Wawancara dengan Bapak Abu Bakar pada 25 Juli 2021 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. Bagaimana tingkat 

kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah desa 

dalam penyampaian laporan 

pertanggungjawaban 

keuangan desa? 

Cukup percaya 

2. Apakah masyarakat selalu 

dilibatkan dalam musyawarah 

Beberapa kali dilibatkan 



dan evaluasi pelaksanaan 

pertanggungjawaban 

keuangan desa? 

3. Bagaimana pemerintah desa 

memberikan informasi secara 

transparan kepada masyarakat 

desa terkait tanggungjawab 

pemerintah desa dalam 

mempertanggungjawabkan 

laporan keuangan desa? 

Pemerintah desa membuat di baleho, 

dan menempel di papan mading 

dikantor desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN III 

Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesmester pertama 

Tahun Anggaran 2020 
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